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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Wawancara Dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas 

Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tingkat 

kemampuan dalam 

memberikan pelayanan 

publik terhadap penyandang 

disabilitas?  

“Sebenarnya dari Mal Pelayanan Publik sendiri 

telah mengimplementasikan peraturan 

pemerintah dan keputusan Bupati dengan sebaik-

baiknya dimana memberikan pelayanan yang 

ramah disabilitas dan memberikan kesempatan 

untuk ikut serta dalam pelayanan publik. Ada atau 

tidaknya penyandang disabilitas yang datang ke 

mal pelayanan publik intinya kami telah 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan 

mempersiapkan segala kebutuhan masyarakat 

terutama penyandang disabilitas. Untuk 

penerapan kinerja kami memang memberikan 

persiapan yang lebih matang untuk memberikan 

pelayanan terhadap penyandang disabilitas.” 

2. Apakah terdapat perlakuan 

khusus dalam memberikan 

pelayanan terhadap 

penyandang disabilitas? 

“Adanya aksesibilitas yang tersedia di Mal 

Pelayanan Publik merupakan bagian dari 

keseluruhan pelayanan yang wajib disediakan. 

Tidak ada diskriminasi pelayanan publik bagi 

mereka yang memiliki keterbatasan. Dari segala 

pelayanan yang diberikan kami telah bersungguh-

sungguh menyediakan pelayanan publik ramah 

disabilitas sehingga apabila terdapat penyandang 

disabilitas yang datang ke mal pelayanan publik 

kami telah siap memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya. Pelayanan yang kami berikan 

yaitu pelayanan khusus dengan memprioritaskan 

kebutuhan penyandang disabilitas salah satunya 

menyediakan loket khusus disabilitas dan 

memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada 

pegawai kami agar memudahkan penyandang 

disabilitas dalam berkomunikasi.” 
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3. Apakah terdapat SOP atau 

peraturan perundang-

undangan yang digunakan 

sebagai standar pelayanan? 

“Kami menyelenggaraan pelayanan publik 

terhadap penyandang disabilitas didasarkan pada 

undang-undang yang berlaku beserta dengan 

peraturan daerah Kabupaten Banyumas yang 

mewajibkan setiap OPD untuk menyediakan 

pelayanan yang ramah untuk disabilitas. Kami 

mendapatkan anjuran dari bupati yang secara 

langsung memberikan mandat untuk memberikan 

pelayanan khusus disabilitas. Dalam 

menyediakan pelayanan publik terhadap 

penyandang disabilitas merupakan kewajiban 

yang harus direalisasikan karena mereka sama-

sama membutuhkan pelayanan yang sama. 

Sehingga tidak ada alasan untuk tidak 

memberikan pelayanan terhadap disabilitas” 

4. Adakah sumber daya alokasi 

dana yang didapatkan dari 

pemerintah daerah untuk 

pelayanan disabilitas? 

“Mal pelayanan publik merupakan wadah yang 

disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan 

masyarakat dalam menerima pelayanan menjadi 

satu tempat. Untuk pelayanan publik yang 

disediakan di mal pelayanan publik merupakan 

pelayanan yang disesuaikan dengan peraturan 

pemerintah dan peraturan daerah yang mencakup 

standar pelayanan publik yang harus diikuti. 

Sehingga dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik terhadap penyandang disabilitas 

membutuhkan sumber alokasi dana dari 

pemerintah. Alokasi dana yang digunakan 

menggunakan APBD yang telah dianggarkan oleh 

pemerintah untuk membentuk pelayanan publik 

ramah disabilitas” 

5. Bagaimana pembagian tugas 

pegawai dalam menjalankan 

proses implementasi 

kebijakan? 

“Dalam pembagian tugas pegawai, mal pelayanan 

publik memberikan fasilitas loket disabilitas 

dimana terdapat pegawai khusus yang menangani 

penyandang disabilitas dengan diberikan ilmu 

mengenai bahasa isyarat untuk memudahkan 

penyandang disabilitas menerima pelayanan 

publik”. 
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6. Siapa saja aktor yang 

berperan dalam 

menjalankan standar 

pelayanan publik terhadap 

penyandang disabilitas di 

Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Banyumas? 

“Kami mengikuti perintah dari Bupati 

bahwasannya setiap dinas yang terkait dengan 

pelayanan terpadu satu pintu untuk senantiasa 

menyediakan pelayanan publik terhadap 

penyandang disabilitas. Penyediaan pelayanan 

publik bagi penyandang disabilitas merupakan 

keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah. 

Hal ini dikarenakan sering terjadi diskriminasi 

antara masyarakat umum dengan para difabel 

yang masih kurang diperhatikan. Hal tersebut 

menjadikan kami untuk terus meningkatkan 

pelayanan guna menghilangkan diskriminasi 

yang kerap terjadi sehingga mereka dapat 

menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

mereka.” 

 

 

 

 

Lampiran 2 II Wawancara dengan Pegawai Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Banyumas 

Pertanyaan Jawaban 

n. Adakah perubahan yang 

ingin dicapai dalam 

menjalankan pelayanan 

publik terhadap penyandang 

disabilitas? 

“Pada awalnya Mal pelayanan publik hanya 

menyediakan pelayanan ditempat saja mulai dari 

segala sarana dan prasarana dan segala keperluan 

yang mereka butuhkan. Namun pada bulan Mei 

tahun ini mal pelayanan publik menciptakan 

inovaspendampi baru yang dinamakan inovasi 

“lakoneterpana”. Inovasi ini merupakan inovasi 

baru yang kami keluarkan dengan tujuan 

memudahkan masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan secara cepat dengan menggunakan 

sistem booking. Masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan dapat menghubungi helpdesk untuk 

mendapatkan jadwal pelayanan dan mengetahui 

tatacara yang selanjutnya harus dilakukan. 

Inovasi lakoneterpana ini merupakan pelayanan 
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publik secara online yang dilakukan 

menggunakan zoom meeting. Inovasi ini dapat 

membantu penyandang disabilitas yang kesulitan 

dalam menjangkau mal pelayanan publik untuk 

mendapatkan pelayanan secara langsung. Inovasi 

ini berlaku untuk seluruh masyarakat Banyumas 

yang membutuhkan pelayanan publik di mal 

pelayanan publik” 

2. Adakah kendala dalam 

memberikan pelayanan 

publik terhadap penyandang 

disabilitas?  

“Sebenarnya dari pelayanan yang telah 

ditawarkan oleh Mal Pelayanan Publik terhadap 

penyandang disabilitas telah memadai dan 

persiapan yang kami siapkan telah matang untuk 

memberikan pelayanan. Namun dari keuntungan 

yang dapat mereka rasakan ini justru mereka 

jarang melakukan pelayanan publik secara 

langsung. Dalam kurun waktu 1 tahun hanya satu 

atau dua orang saja yang melakukan pelayanan di 

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas ini. 

Menurut saya hal ini terjadi dikarenakan 

kurangnya informasi pelayanan publik yang 

dapat mereka terima dan juga mampu dikatakan 

bahwa MPP sendiri merupakan kebijakan baru 

yang dibangun oleh pemerintah sehingga mereka 

belum sepenuhnya mengetahui pelayanan apa 

yang ditawarkan di MPP” 

3. Apakah proses implementasi 

pelayanan publik terhadap 

penyandang disabilitas dapat 

berjalan dengan baik? Jika 

ya bagaimana? 

“Mal Pelayanan Publik memberikan pelayanan 

yang prima dengan menyediakan berbagai 

keperluan masyarakat dan perlakuan khusus bagi 

mereka yang membutuhkan pelayanan prioritas. 

Untuk melayani penyandang disabilitas kami 

bertekad untuk membantu sebaik mungkin 

seperti memberikan layanan antar jemput dari 

parkiran sampai gerai pelayanan publik yang 

mereka tuju. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan penyandang disabilitas untuk 

memperoleh pelayanan dengan cepat tanpa 

terganggu dalam menjangkau gerai yang ingin 

dituju. Tidak hanya itu mal pelayanan publik juga 
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menyediakan counter pelayanan untuk 

penyandang disabilitas secara terpisah dimana 

mereka dapat mendapatkan pelayanan terdepan 

tanpa harus mengantre terlebih dahulu.” 

 

Lampiran 3 Wawancara Dengan Penyandang Disabilitas  

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana perlakuan pegawai 

MPP dalam memberikan 

pelayanan publik terhadap 

penyandang disabilitas? 

“Saya merasa sangat terbantu dalam menerima 

pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Banyumas ini. Perlakuan khusus yang 

mereka berikan sangat baik tanpa melakukan 

diskriminasi kepada saya. Hal ini terlihat pada 

saat saya sampai diparkiran salah satu satpam dari 

MPP menghampiri saya dan menuntun saya 

sampai didepan gerai BPJS Ketenagakerjaan. Saat 

saya kesulitan dalam pengurusan pelayanan 

publik, terdapat pegawai yang dengan sigap 

membantu kesulitan yang saya alami. Saya 

merasa sangat terbantu terutama pada 

keterbatasan yang saya punya saat ini” 

Apakah pelayanan di MPP 

sudah dikategorikan sebagai 

pelayanan publik terbaik? 

“Menurut saya sendiri setelah menerima 

pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik 

pegawai yang bertugas sangat ramah dan 

membantu saya dalam melakukan pelayanan. 

Mulai dari saya datang hingga saya selesai dalam 

melakukan pelayanan, kinerja pegawai yang 

bertugas sangat bagus dan memprioritaskan 

kebutuhan yang saya perlukan. Apalagi 

penyandang disabilitas yang memiliki 

keterbatasan fisik membutuhkan bantuan untuk 

mencari dimana gerai yang akan dituju mengingat 

banyaknya gerai yang membuat penerima layanan 

kesulitan dalam mencari counter tersebut” 

Apa saja fasilitas yang anda 

gunakan pada saat menerima 

pelayanan publik di Mal 

“Sejauh ini fasilitas yang disediakan di mal 

pelayanan publik sangat ramah disabilitas seperti 
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Pelayanan Publik Kabupaten 

Banyumas? 

fasilitas loket disabilitas yang memudahkan saya 

menerima pelayanan publik” 

Adakah hambatan yang anda 

alami selama menerima 

pelayanan publik di MPP? 

“Sebagai penyandang disabilitas menurut saya 

dari pelayanan yang disediakan oleh Mal 

Pelayanan Publik telah sesuai dengan standar 

pelayanan publik ramah disabilitas. Namun kita 

sebagai penyandang disabilitas juga 

membutuhkan adanya mobilitas untuk menuju 

tempat pelayanan publik. Bagaimana kami dapat 

menerima pelayanan di mal pelayanan publik jika 

kami kesulitan transportasi dan juga keterbatasan 

jarak yang lumayan jauh. Pelayanan publik sangat 

dibutuhkan apalagi bagi mereka yang masih 

remaja untuk membuat ktp atau membuat izin 

usaha dan pelayanan publik lain yang tentunya 

mereka juga memiliki hak yang setara dengan 

masyarakat umum” 

 

Lampiran 4 Wawancara Dengan Pak Budi Ketua Paguyuban Peduli Disabilitas 

Ganda Kabupaten Banyumas 

Pertanyaan Jawaban 

1. Berdasarkan hasil penelitian 

di Mal Pelayanan Publik 

ditemukan bahwa 

penyandang disabilitas 

jarang melakukan 

pelayanan di mal pelayanan 

publik pak, itu kira-kira 

kenapa ya alasannya? 

“Sebagai warga negara penyandang disabilitas 

membutuhkan pelayanan publik seperti 

pembuatan KTP, izin mendirikan usaha, dan 

memperoleh jaminan kesehatan. Sehingga perlu 

adanya kerjasama antara pemerintah dengan 

pihak lain untuk menggandeng penyandang 

disabilitas untuk ikut serta dalam pelayanan 

publik dan memberikan kesempatan bagi mereka 

untuk memperoleh dokumen catatan sipil sebagai 

warga negara dan apabila nantinya terdapat 

bantuan disabilitas, masyarakat dapat terdata 

dengan mudah. 



109 

 

 

 

2. Adakah kendala dalam 

menerima pelayanan Publik 

pak? 

“Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan 

fisik atau non-fisik tentunya membutuhkan 

pelayanan publik yang setara dengan masyarakat 

umum. Dilihat dari keterbatasan ini, dibutuhkan 

peran serta pemerintah terutama dalam 

memberikan informasi publik mengenai 

pelayanan publik yang telah disediakan. 

Kurangnya informasi dapat dilakukan dengan 

mengadakan sosialisasi tentang pelayanan yang 

tersedia di Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Banyumas sehingga masyarakat disabilitas dapat 

mengetahui pelayanan apa saja yang dapat 

diterima. Didalam diri disabilitas terdapat 

keresahan terhadap pelayanan yang diberikan 

mengingat mereka sering mendapatkan 

diskriminasi sosial. Maka dari itu pemerintah 

perlu mengadakan adanya sosialisasi dan 

informasi khusus bagi penyandang disabilitas” 

3. Adakah harapan dari bapak 

selaku perwakilan 

penyandang disabilitas 

untuk pemerintah 

kedepannya? 

“Sebagai penyandang disabilitas menurut saya 

dari pelayanan yang disediakan oleh Mal 

Pelayanan Publik telah sesuai dengan standar 

pelayanan publik ramah disabilitas. Namun kita 

sebagai penyandang disabilitas juga 

membutuhkan adanya mobilitas untuk menuju 

tempat pelayanan publik. Bagaimana kami dapat 

menerima pelayanan di mal pelayanan publik jika 

kami kesulitan transportasi dan juga keterbatasan 

jarak yang lumayan jauh. Pelayanan publik 

sangat dibutuhkan apalagi bagi mereka yang 

masih remaja untuk membuat ktp atau membuat 

izin usaha dan pelayanan publik lain yang 

tentunya mereka juga memiliki hak yang setara 

dengan masyarakat umum. Pemerintah perlu 

memperhatikan kebutuhan lain yang dibutuhkan 

penyandang disabilitas seperti penyediaan 

informasi dan penyediaan mobilitas. ” 
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Lampiran 5 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian  
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Lampiran 7 Dokumentasi 

Dokumentasi dengan Ibu Irawati, S.E Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

 

 
 

Dokumentasi dengan Mba Mega Pegawai Mal Pelayanan Publik  
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Dokumentasi dengan Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas 

 

  
 

Dokumentasi dengan Pak Budi Selaku Ketua PPDG Kabupaten Banyumas 
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Dokumentasi dengan Anggota PPDI (Paguyuban Peduli Disabilitas Indonesia) 

 

 


